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NOTA PENGAJUAN KONSEP

Kepada,
Yth. Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
di-
Salakan.

Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2020.

Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Pengeluaran, Pejabat Yang Menandatangani Surat
Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban
pada Organisasi Perangkat Daerah/Kecamatan Liang
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran
2020.

Telah melalui pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi
yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah di
ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dok. Bag. Hukum Setda
Kab. Bangkep T.A. 2020

A

Salakan,

NIP. 19790321 200502 1 004




BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR ’{ C TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT
PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH /KECAMATAN LIANG

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang

Mengingat

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 dan lebih
mendayagunakan mekanisme pertanggungjawaban dan
pengawasannya, perlu menunjuk Pejabat  yang
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Anggaran;

bahwa sesuai usul dari Organisasi Perangkat Daerah
(OPD)/Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan,
yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
telah memenuhi syarat untuk diserahi tugas dan tanggung
jawab sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran, Bendahara  Pengeluaran, Pejabat yang
menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan
Surat Pertanggungjawaban (SPJ);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Banggai Kepulauan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai
Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3966);

Ao



!‘J

2

wn

~l

(o

»—1
E

ndanmU"xdana Nomer l'?
ra {Lembaran Neg

!?"?

un 2003 tentanﬂ' Keuaqcran

Indonesia Nomor 4z80),

Undang-Undang Nomeor 1 Tabhun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Ncmor 5, Tambahan Lembaran

1‘3- J.-\-;i\—pu‘--rc A v-an ll\_-v},
T_Tﬁ’iﬁﬂ(‘fﬁ!nﬁ.nn-ﬁ Namnor 1R Tahiun A tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keusngan antara Pemnerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah { lLembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomer 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesm Nomor 5587) scbagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Pepublik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 53
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Undang—Undang Nomor 1ahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Deraturan Pemerintah Nomor 55 Tehun 20035 tentang
Dana Parimhanean (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomer 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republile Enduaﬁsia T\Ia‘nar 4578%:

tentang Pccioman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
MNegeri MNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
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. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5
tentang Urusan Pemerintahan Daerah
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2016 Nomor 5};

12, Peraturan Daerahh Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembmran Dperah Kabupaten Bang
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gai Kepulauan Tahun
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. Peraturan Dacrah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belania Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerzah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
.Peraturan Bupati Nomeor 1 Tahun 2020 tentang
Peniabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020
Nomor 1).
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT
PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN PADA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH/KECAMATAN LIANG KABUPATEN BANGGAI

TTART T

KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020,

Menetapkan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,
Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM
dan SPJ pada OPD/Kecamatan Liang Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum
daiaim Lampiran Keputusan ini.
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alam rangxka peiaksanaan APBD  Rabupaiten Banggai
Kepulaunan Tahun Anggaran 2020, Kepala OPD dapat
mengangkat Pejabat Lainnya dengan Keputusan Kepala OPD.

Pejabat Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, terdiri dari;

= 1_L Sb:t E‘}__‘_.:-.;:&-.‘_:h,-.k;;‘.: Krmiarnoanm (OB adalala madaloas
aal Kovangan (PPK) adalsh poighar
yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
OPD:
= ¥

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat
pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau
heberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan
hidang tugasnva; dan

¢. Pembantu Bendahara Pengeluaran.
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1. Memiliki integritas;

2.
3.

Memililks disiglin tinggi;

Memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis serta
manajerial untuk melaksanakan tugas;

4. Mﬂ“ﬂp‘-‘ mengambil keputusan, bertindak tegas dan

i¥iraliz 2 Pimedii SpARAE LS

pemah terhbat KKN;

Menandatangani Pakta Integritas;
6. Tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat

Perintah membayar [PPSPM) atau Bendahara; dan

7. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

b. Dalam hal tidak ada personil vang memenuhi persyaratan
untuk ditunjuk sebagai PPK, maka PA/KPA bertindak
sebagai PPK.

o

Masa tugas Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,
Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM
dan SPJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
terhitung muiai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31
Desember 2020,

‘%egqla biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan
dlbebanka_n pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan

"pf*r'%hi {DPA] Hecamatan  Liang  Kabupsicn Banggsi
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Keputlusan Bupati ini mulai berlaku pada langgal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal Y Jlnuan 2020

Pit. BUPATI BANG@AL KEPULAUAN, p(

Tembusan disampaikan denaan hormat kepada:
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Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakarn;

Kepala Bappeda Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Saiakan;
Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;

e

Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

-



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR Nﬂ TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ PADA
OPD/KECAMATAN LIANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

SPECIMEN TANDA TANGAN
PENGGUNA ANGCARAN / KUASA PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM
NO. oPD PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN SPJ BESDABARA YANG MENANDATANGANI
SPM DAN SPJ

1 2 3 4 g 6 7
1 |Kecamatan Liang Umara Pundeng Ali, 8.Pd, SH, MH Arham Kamangi Umara Pundeng Ali, S.Pd, SH, MH

Nip. 19700525 199803 1 002 Nip. 19701121 200906 1 001 Nip. 19700525 199803 1 002

Penata Tkt. [, 111/d Pengatur, I1/c Penata Tkt. 1, IlI/d
( Camat Liang ) ( Camat Liang )
Plt. BUPATI BANGG. uan, A

\E:m D. ADAM



